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REPUBLIK INDONESLA
KOLUPARTIMEN PEMBANGUNAN PERTANIAN DaN AGRARIA

‘
| / | /‘%
o JE/,W% : Djakarta, A2 " Dhall . 1984
Lampiran 3 Kepada Jthe: i
Perihal + Tugas Dewan Perusahaan J 1. Ketua Dewan Perusshaasn Pusal
Pugat BePoUo-P.PN.- BPU-PPN. Gula.
_____________________ o, Ketua Dewan Perusshaan Pusat
BPU-PPN. Aneka Tanaman/Karet/
Tembakau
Djalan Imam Bondjol 29
Berhubung dengan akan berachirnja masa djsbaban para
anggota Yewan Perusahaan Pusat BPU-PPN., Gula dan BPFU-PPN.Aneka
lanaman/Karet/Tenbakau dalem bulan Djuli L1964, bersama ini di-
instruksikan agar Lewan Perusahaan Pusat te tap melaksanakan
tugasnja sebagaimana sediakala, sambil menunggu keluarnja lns-
truksl Jang Mulia Menteri Perburuhan/Ketua ranitya lienteri
untuk Dewan Perusahaan, ceauang perpendjangan masa djabatan
anggota Dewan Perusahaan sampal saat diadakan pemilihan anggota
lagle=
4 MENLERL KOORLLNATOR KOMPALRL TUEN PRUBANGUNAN
s AT AINDAN AGRARLA,
Tembusan : : WA ADTARGE, B.H, ).

i, J.M.Menteri Pertanian.

2, J.JM. Menteri Perburuhan.

3, J.l. lienteri Perkebunan.

I, Kepala Djawatan Perkebunan.

5., Kepala sSiro Urusan Perusshaan,
Dana Negara serta Perburuhan.

6. Direksi BPU-PPN. Gula.

pe Birelel BPU,.,PPN. Karet.

8. Direksi BPU-PPN. Tembakaue

9. Direksi BPU-PPN. Aneka Tanaman.
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BLBERAPA TJATATAN

tentang
P.P.N.3 ANEKA TANAMAN, KARET TEMBAKAU DI DJAWA TIMUR

I. a. menurut: PePe no. 19 dan no. 25 the 196
Ei ﬁﬂawa T?mur aaa sa%u 3:::§a§

‘ﬁ PPN Karet jaitul-.? oPal e Karet 11( D-?/U‘LQ&QJ

b, menuruts renijana dua Jjang akan gglggtgg.

1., P.P.N. Karet 15 : Rijanto
Ir. Harjono

o, P,P.N. Earet 16 3 Soediharjohoedo jo
Abdoelkarim.

Il. a., menuruts Pe.Ps 1O 26 dan no. 27 the 1963
dai Djawa Timur ada dua Jedis 8

g™ PcP ON. Anek.a Tanaman 8
2, PJPJdi. Aneka Tanaman Qe

R ST TC——

b. menuruts rentjona dua jang akan dilantiks: _
1. P.P.. Ancka Tanaman 123 Ong Tjieng Khe
Joebhar Dt. Toemenggoeng

2, PoP.N. Ancka Tanaman 123 Re Wiratmodjo
lioestadjab.

III. a. penuruts RBePe N0, 29 dan NO. 30 the 1963
ai Djawa Timur ada dua Jedle 3

1. P.P.N. Tembakau Besoekl
2e P OP QN. Tﬁmb&kau Virginia

A s I S S i o A

be menurut: rentijans tiga jang akan dilantilks: i
1. PeP.N. Tembakau 5 ¢ Re Tajib

pﬂ:.m. Darjanto 7

| Koesoemapranoto,

20 Pnlg .No T@mb&k&u 6 R SU@W&déi
Re Soedarso

3o PoP.N. Tembakau T 3 R. Soeprodjo
'R Soedjono
1 HadipranotoJ
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' ULASAN TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH No.s 1 DAN 2 TH.1963

I. Keadaan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah No.1 dan 2 th,.' }.42
1. Susunan Perusahasn Negara dilapangan gula sbb.s i

a. Badan Pimpinan Umum - Badan hukum.

b. Kesatuan? jang meliputi beberapa Pabrik Gula (4 - 6 pabrik
gula) - Badan Hukum.

¢. Perwakilan Badan Pimpinan Umum dimasing? Daerah Tingkat I
bukan Badan Hukum - alat dari pada B.P.U.

2, Imbangan wewenangnja/tugas kewadjibannja sbb. 3
a. BuPJUe - 10%
b. Kesatuan - 506
c. Perwakilan - 40%
de Pabrik? Gula = Of%.

II. Ideaal dari pada Peraturan Pemerintah no. 1 dan 2 th, 1963.
1. Susunan Perusshaan Negara dilapangan gula sbb. @
ae BePolUs - Bsdan Hukul
be. Pabrik? Gula - Badan Hukum
c. Inspektur2 - sebagai alat dari pada B.P.U.
Perwakilan dan Kesatuan - tak ada lagi.

2. Imbangan wewenang/tugas kewadjiban 3

8e BePolUe = 104 ditembah dari ex Perwskilan 40% = 50%, Jjang
dapat dilimpahkan kepada Inspekitur? dan orang?2 jang di-
tundjuk.

b. Pabrik? Gula = :0% ditambah dari ex Kesatuan 50% = 50%.

1I1. Pelaksanaan samsai saat ini dari pada Peraturan Pemerintah no. 1
dan no. . 653

Dengan tjara Instruksi dari B.P.U.-P.P.N. Gula, telah ditetapkan
sbb.

1. Perwakilan untuk utusan Gula didjadikan Koordinator/Penasehat.
2. Kesatuan? urusan Gula didjadikan Inspeksi.

Ketentuan ini tidak mempunjai dasar dalam P.P. no. 1 dan 2 th.'63.
Mungkin dimaksudkan sebagai masa peralihan.

Dalam kenjataannja sampai sekarang belum terdjadi pelimpahan we-
wenang jang prinsipiél sesuai dengan maksud/ketentuan2 dalam P.P.
no. 1 dan 2 th. 19630

IV. Gambaran tentang kesukaran? dari pada pelaksanaan Peraturan Pe-
Merinieal NOe 1 Gan 2 Ghe ﬂQEZ.

Dengen susunan organisasi sebagaimana dimaksud P.P. no. 1 dan 2
th. 1963, maka terdjadi perombakan totaal daripada struktuur se-
belumnja e

Dalam pengalihan tugas kewadjiban/wewenang dari kesatuan ke Pa=—
brik-pabrik Gula memerlukan persiapan2 jang sebaik2-nja, chusus-
nja mengenai bezetting di pabrik2 gula jang memerlukan tenaga?2
ahli lebih banjak dibanding dengan sebelum mendjadi Perusahaan
Negara jang berbadan hukum itu.

Disamping itu, dengan hapusnja kesatuan dan Perwakilan, maka per-
lu dipikirkan penampungan tenaga2. Menurut keterangan Presiden
Direktur BPU-PPN Gula tenaga? Jjang perlu penampungan ini berdjum-
lah + 1200 orang seluruh Djawa.

Ve Pemetijahall ceee -2 -

T Eadndt NS RS



Ve

vi.

YN S "."6;\95“ Sl TR\ £ SRR B T T8
0 TR0 g SRR 8 :

T T L o L et e S R e A

- 2 n
Pemetjahan probleem tenaga?2 harus ditampung dalam rangks
pe aksanaan P.P. N0 n 2 the. . : .

1. Tenaga? dari Perwakilan disalurken ke B.P.U. dan Pabrike-
Gula.

2. Tenaga?2 dari kesatuan disalurkan ¢

a. ke Pabrik?2 Gula
b. sebagali tenaga staf/pembantu dari Inspektur2.

3, Ténaga? dari Perwakilan dan Kesatuan jang sudah masanja da-
pat diremadjakan.

4, Tenaga? kelebihan lainnja dapat dipersiapkan untuk pemba=—
ngunan luar Djawa.

Dalam melaksanakan semuanja itu perlu ditentukan 3

1, dilarang menerima tenaga2 baru, ketjuali untuk tenaga2 jang
sangat diperlukan.
Larangen ini berlaku untuk B.P.Ue., Perwakilan, Kesatuan dan
Pabrik2 CGula.

2., penjaluran setapak demi setapak tenaga? ke Pabrik?2 Gula.

3, segera disusun tentang kedudukan, wewenang dan tugas kewa-
djivan Inspektur, jang dengan demikian akan dapat diketahuil
perlunja tenaga staf/pembantu bagl Inspektur2.

Beberapa sarans lain dalam Pelaksanaan P.Pe. no. 1 dan 2 th.1963.

a. tentang pendjabat jeng memberi service Pabrik? Gula.

Dalam melaksanaken P.P. no. 1 dan no. 2 th. 1963, kami masih
memendang perlu adanja seorang pendjabat dengan dibantu oleh
tenaga? staf didaerah tingkat-I jang ditundjuk oleh B.P.U.
untuk melakukan kewadjiban atas nama B.P.U. dalam lapangan
memberi service kepada pabrik2 gula.

be tentang Inspektur - periksa konsep Peraturan Direksi BPU-PPN
Gula tentang kedudukan, tugas, wewenang dan tata-kerdja para

Inspektur.
Formasi jang diperlukan untuk membantu Inspektur 3
1. Inspektur = 1 orang
2., Staf Ahlis Tanaman - 2 orang - /
Instalasi = 1 corang
Fabrikasi = 1 obang
Keuangan = 2 orsmg =/
3o Staf Pembantus Tanaman - 4 orans 4
. Instalasi = 2 orang /
Pabrikasi = 2 Orang L
Keuangan = 4 orang %)
4., Pembantu -2 ¢ Typiste = 4 orang
Sopir = 4 orang
Pelajan = 2 orang

Djumlah

H

29 orang :gcéo/

pesdocboedmbenbor et ot

Surabaja, 17 September 1963

Koordinatoy/Penaschat
B.P oB o"'P .P ONO G A DJA.WA TI :
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RENTJANA

Peraturan Direksi Badan Pimpinan Umum
Perusanaan Terke DUunan Tula  Negara

tentang

Direksi Badan Pimpinan Umum Perusahaan

Porkepunan cula Negard,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

¢ Bahwa untuk ketertiban dan kelantjaran pengelo-
laan peruschaan, perlu diatur kedudukan, tugas,
wewenang dan tata-kerdja para Inspektur dari Ba-
dan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula lNle-
gara .

:+ 1. Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun
1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum
Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Peru-
sahaan Negara Kavrung Gonij

2, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomer
cevessse LANUN scessee tentang Sifat hubungan,
pembagian tugas dan pekerdjaan antara Badan
Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Ne-
gara dengan Perusahaan? Perkebunan Gula Negara
dan Perusahaan Negara Karung Goni, dan antara
Perusahaan tsb. satu sama lging

3. Peraturan Direksi Badan Pimpinan Umum Peru-
sahaan Perkebunan Gula Negara NOMET esesccese
tahun «.ecseoseoss ventang Tata Tertib dan Tjara
Mendjalenkan Pekerdjaan Direksi.

Memutuskans?s

¢ Peraturan tentang kedudukan, tugas, wewenang
dan Tata kerdja para Inspektur.

BAB__ - I
Keduduk2 e
Pagal - 1

1. Inspektur adalah petugas dari Direksi BPU-PPN
Gula.

o, Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Di-
rekoi BPU~PPN Gula dengan pergetudjuan Menteri
Pertanian dan Agraria.

3. InBEektur s = 2 -
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3. Inapektur bertanggung djawab atas pelaksanasan 7
tugas kewadjibannja kepada Direksi BPU-PPN Gula.

BAB - IT

Tugas dan wewenang,

Paﬁal - 2, ¥

1. Inspektur bertugas 3
a. Pemeriksaan/Pengawasan.
b. Koordinaei.
¢. Memberi service.,

2, Direksi BPU berhak memberikan tugas2 lain di-
samping tugas2 tsbe. ajat 1 pasal ini.

Pasa = 3.

Dalam tugesnje dibidang "Pemeriksaen/Pengawasan',
Inspektur berwenang 3

1. meniti periksa kebenaran dan sahnja penggunaan
"Anggaran Perusahaan” dari Perusshaan? diwilajsh
kerdjanjasj X

5, meniti periksa tata usaha keuangan dan tata usaha
hasil dari Perusahaan2 diwilajah kerdjanjaj;

3, meniti periksa usaha? Perusahaan? diwilajah ker-—
djanja dalam lapangan produksi;

4. meniti periksa apakah segala peraturan/ketentuan/
jnetruksi dari Direksi BPU dan policy umum Men-
teri telah dilaksanakan dengan benar/sebaik=-
baiknja oleh Perusahaan? diwilajah kerdjanja.

Pasal - 4.

Dalan tugasnja dibidang "Koordinasi", Imspektur ber-
wenang $

*

1. mengadakan kerdja sama dengan Perusahaan? diwi-
lajah kerdjanja;

2, menjelenggarakan xoordinasi kepentingan2 jang
gama dari Perusahaan2 diwilajah kerdjanja.

Pasal 5 eeses = 3 e
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Pasal -~ 5.
9 Dalam tugasnja dibidang "Memberi service", Inspektur ber-
venang 3
1. memberikan bantuan dalam segala bidang kepada Peruséa-
haan? diwilajeh kerdjanjaj
2. mengadjukan usul? s
3. memberikan garand 3

4, memberikan pertimhangan? ;

. i pesr i,
Xﬁf“*{“¢1’y 'ajatvﬁy 3 dan AYbaik kepada perugahaan? diwilajah kerdja-
o Py e nja maupun kepada Direked BPU.

BAB - IIT
Tata = Kgrdig
Pasal - 6.

1, Dalam melaksanakan tugas kewad jibannja, Inspektur diban=—
tu oleh 3
a. Staf Ahli.
b, Staf Pembantu.
c. Pembantu2 lainnja.

2. Djumlah, pengongkatan dan pemberhentian péra pembantu
tersebut dalam ajat 1 pasal ini ditetapkan oleh Direksi
BPU.

Pasal - T

1. Wilajah kerdja Inspektur meliputil sedikit-dikitnja dua
dan sebanjak-banjaknja empat Perusghaan, jang ditetap=-
kan oleh Direksi BPU.

Pasal ~ 8.
1, Inspektur berkewadjiban getiap bulan menjusun "Laporan
Bulanan"segala aktivitasnje dan menjampaikannja kepada
Diraksi BPU.

2. Inspektur berkewad jiban setiap tiga bulan sekali menju-

sun "Laporan Berkala" gegele aktivitasnja dan men jampai-

ronn ja kepado Direksi BPU.

3, Iaporan2 tsb. ajat 1 dan 2 paeal ini, gepand jeng me=
njangkut langsung sesuantu Peruschean jang ada dd%ilajah
; kerdjanja, tindasannja dissmpaikan kepada Perusshaan
jong bersangkutan.

a--t"'4‘




Pasal = 9. f
Semua pembiajaan untuk keperluan Inspektur dalam mend ja- ;
lankan tugas kewadjibannja, dibebankan kepada "Anggaran
Perusahaan" Direksi BPU. i

@B - _I_Y_o
Ketentuan Peralihan.

R

1. Untuk tingkat pertama semua ketentuan2 dalam Peraturan?i
ini dilaksanakan oleh Kesztuan2 PPN, Gula jang telah '
ada .

5 celambat-lambatnja enam bulan, dimulai sed jak ditetap-"

kan &&@é@ﬁ@éﬁéﬁn%, cemua ketentuan dalem Peraturan iniv}
harus sudah dilaksanakan. g

BAB i V -

————————————————_r—

Tetentuan Penubtup.

1. Hal2 jang belum tjukup diatur dalam peraturan ini,
akan diatur lebih landjut oleh Direksi BPU.

2, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapken di @ Djakarta
Pada tanggal 8 sasensestsevseny

Direksi

BADAN PIMPINAN UMUM "
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GUTA NEGA//:

pivektur Urusan Umum, | P3. Presiden Direktur,

( SrbEEBERRERSIRINED ) ( GshaneBErEORBERAIGRENY )

Disusun oleh 3

Panitya "Reorganisasi”
Ketua,

( R. Samadikoen )
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RENTJANA u
PERATURAN MENTERI PERTANIAN DARN AGRARIA :
Tentang

i .
i Sifat hubungan. pembagian tugas dan peker— @

djaen antara bBodan an Umum Perusahaan 3
Perkebunan Guia Nevara dengan Porusonann—2 -
{ Porke unan Gula Negara dan Porusannan—, Ne- %
i gara Karung Gonl, gan antara Do vl Anann=—o %
i Yercobut satu samo lain. %
| :
: ,
t MﬁNTERI PERTANIAN DAN AGRARIA |
‘ REFUEEIK fﬁﬁﬁﬁﬁ;IA |
|
g
Menimbang ¢ 1. Bahwa perlu untuk mengadakan peraturan pelaksanaan i
. %
K dari ketentuan2 jang tersebut dalam 3 |
i é
i a. Pasal 12 (2) Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun g
i 1963 tentang Pendirian Perusahaan? Perkebunan 4
Gula Negara; %
b b, Pasal 13 (2) Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun
; 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Peru- i
k gahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Ne- |
; gara Karung Gonij %
4
:
i - &
5 2. Bahwa berda qulkwn tugas den wewenang dari Badan Pim- %
% pinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan §
; Perusahaan Negara Karung Goni sebagaimana tersebut ﬁ
3 dalam pasal 1 (1) dan pasal 13 (1) Peraturan l)eame3:'fn.1'i~.---:§

3

¢ tah nomer 2 tahun 1963 jang menetapken setjara limi- i
P tatip, dimakéudkan agar supaja Perusahaan? Perkebunan
E Gula Negara dan Perusahaan? Negara Tarung Goni dapat 2
g mengembangkan daja tjiptanja selekas mungkin dengan %
| :
n sebaik-baiknja. :
z Mengingat & 1. Pasal 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 dan 20§
¥ Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun 1963 tentang Pen— |
: dirian Perusahaan? Perkebunan Gula Negaraj ;

i
4 . R T ; i
i - PET : i
W raturan Pemerintah nomer 2 tahun 1963 tentang Pendi- |
‘3 @iam Baden Pimpinan Umum Perus-haan Periebunan Gula

Negara dan Perusahaan Negara Karung Gonls

3. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraiia nomer 1 ta-
hun 1964 tentang tugns, lapangan kerdja, susunan dan |
3

i)

Pimpinan Departemen Pertanian dan Agraria.

Memutusken seeee = 2 = |
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Memutuskans:

llenetapkan : Peraturon btentang Sifat hubungan, pembagian tugas
dan pekerdjaan antara Dadan Pimpinan Umum Perusa-
haan Perkebunan Gula Negara dengan Perusahaan? Pere
kebunén Gule Negara dan Perusahaan?2 Negara Karung
Goni, don antara Perucahaan? tersebut catu sama
lain. :

' BAB - I
Tetentuan Umum,
Pasal - 1

Didelam Pera uran ini jung dimaksud dengan 3

1. "Pemerinteh" imlah Presiden Republik Indoensias.

o, "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria.,

3. "B,P.U," i@lah Badan Pimpinan Umum Perusahaan
Perkebunan Gula Negara (B.P.U.~P.P.N. Gula).

4. "Perusahaan" ialah masing? Perusahaan Perkebunan
Guln Negara (P.P.,N. Gula) dan masing2 Perusa=
haan Negara Karung coni (P.N. Karung Goni) se=
ba gai dimekend dalam Peraturan Pemerintah no. 1
dan 2 tahun 1963.

BAB -~ II
Padan Pimpinan Umum
Pasal - 2

1, B.P.U, adalah sustu kesatuan usaha jang memberi
djasa menjelenggarakan kremanfoateon vmum dan me=
rupulk pendapatan.

2. B,P,U. mempunjal tugas 3

a. mengadakan kerdja-sama den kesatuan tindakan
delam mengurus perusahaan? perkebunan gula
negara dan perusahaan negara kKarung goni se=
vagaimana tertjantum dalam lampiran Peraturan‘
Pemerintah nomer 2 tazhun 19633

b, menjelenggarakan sebagian dari pekerdjaan
menguasai dan mengurus perusahaan? termaksud
dibawah huruf 23

c. mengawasi pekerdjaan menguasail dan mengurus
perusahsan? termaksud dibawah huruf aj

2 et it

Pagal - 1 tesey ™ a - l
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Pagal - 3

Dalam tugasnja "mengadakan kerdja sama dan kesa-

tuan tindakan dalam mengurus perusahaan-2, B.P.U,
berwenang 3

1, mengadakan kerdja sama dan/etau menjelenggarake

usaha bersama denggn BPU-BPU, Perusahaan Negara |

laiﬁhja, jang sudah ada dan/atau akan diadakaen,
baik dibidang perkebunan maupun lain2 bidang
jang ada hubungennja dengan hasil? perkebunan
dan/atau kebutuhan? perkebunany

2. mengusahakan terlaksananja kerdja sama antara

perugahaan? jang ada dibawahnja satu sama laing |

3. mengusahakan terlaksananje penjeragaman dgn pe-
njempurnaan tata-usaha peruschaan pada umummja.

Pasal - 4

Dalam tugesnin "menjelenggarakan sebagian dari pe-

cerdjaan menguasai dan mengurus perusahasn2", BPU
berwenang 3

1. melaksanakan azas2 management dalam tingkat ter
tinggi mengenai perentjansan produkei (overall
planning);

2. mengawasl pelaksanaan rentjana produksi termalke
sud ajat 1;

3. menjelenggarakan pemasaran hasil perusahaan?j

4. menjusun dan mengusahalian pengesahan Anggarane-—
Perusahaan BPU;

5. memberi pertimbangan/pendapat dan melandjutkan

untuk mendapatkan pengesahan /Anggaran-Perusahaan

dari Perusahaan2 Jjang ada dibawahnja kepada
Menteriys

6. menjelenggarakan pendidikan dan penelitian jang
bersangkutan dengan perusahaar}

7. mengatur pembiajaan perusahasn? jang ada diba-
wahn ja;

8. menentukan kebidjaksanaan umum dibidang perbu=
ruhan bagi perusahaan? Jang ada dibawahnjaj

9. mengan;kat dan memberhentikan pegawai/pekerdja
BPU dan perusahaan? menurut peraturan kepegawai-
an jang ditentukan oleh Menteri berdasarkan pee

raturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara jang

ditetapkan oleh Pemerintah, (1 Gy 2

1
i
-
?
i

i
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10, mempersiaplkan pemban unan pabrik? gula baruj

1%, men3elenggarakan/melmkaanakan,perdjandjiunz
perdagangan jang diadakan oleh Pemerintah
nepublik Indonesis dengan pemerintah/Peru-
gahaan dari Negara lain, gepand jang tugas
ini dicerahkan kepada BPU.

Pagal - 9

Dalam tugasnja "men, ouast pekerdjasn menguesal dat

mengurus perusahaan’” s Pl berwenang 3

1., meneliti ke bid jaksurann Pimpinan Perusahaan
ddlam rangko me laksanakan policy umum perv=

aoheanj

o, mengowasl getjara repremsief alran kebenaran
dan sahnjo penggunasn Anggaran Perusahaan jang

) L]

telah disahke /aisetudjul oleh Menteris

3. mengadakan kontrole terhadap pengurusan/pe-
meliharaan uililk rerusahoon, (engan tud juan
pengamanan kekajaan negara umunn jo dan untuk
mentjapai relent jaran/ketertiban perusahaan

chusuenja;

. E
4, memberikan pertimbangan/bendapat untuk dimin-a
taken pengesihan Wenteri terhadap "Taporan s
Perhitungan pahunan", baik dﬁﬁ&é& BPU sendiri

© mauvpun dari perurahaanz jang ada dibawahnjaj {

5, memberikan pertimbangan/pendapwt kepada Tedan
pemeriksa Keuan an asag “Laporan Perhitungan
fehunan", dari BPU dan Perusahaan? Jang disam
paikan kepadanjey

6., memberi pertimbangan/pendapat kepada Menteri
atas "Laporan perhitungan hasil usaha berkala?}
den kegiotan perusmhaan“ dari BPU dan Peruaanﬁf
haan? jang ade aibawabnjas Q

7. mengumpulkan dan meneliti angka?2 statistik da
tiap? bideng kerdja pernsahaan . '

BAB = ITT
Perusahasn — Perugghaan
Pasal - 6
1. Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi ”
jang turut membengun ekoncmi nasional sesuai &
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3, menjusun "Laporan Perhitungan hasil usaha ber-
kala dan keglatan Perusahaan” Jung selandjutnja %
dikirimkan kepada Menteri, melalui BPU; :

4, membajar iuran wadjib/pembajaran djasa kepada f

BPYU menurut djumlah jang ditentukan oleh Menteri:

5., setjara gotong rojong s i2ling bantu membqntu di~
dalam bideng produksi dan bildang? lain jang di=
pandang perlu untuk perusahaannja maging2 dengan

tidalk meninggalken prinsip2 perusahaan (za- 3
relijk commercieel); %

6. meninggikan daje kerdja, memperlipat ganda djamwl
1lah dan memperbsiki mutu hasil produksi perusa= |
haannje, dengan vamnnrgunahqn tjara2 jang sehat 2
menurat ukuran jang perlaku didalam masjarakat ;
Tndone=ia den mentjesah/menghindarkan setlap :

uséha jang lengsung maupun tidak langsung dapat

merusak ketertiban umum, terutama dalam lapang |
an perekonomian. 4
BAB = IV, /
Kotentuan-2 = lain. é
Pagal = 9 g

Tugas dan enang diluar tugas dan wewenang tsbe %
dalam Bah II dan III adelah mendjadi tugas dan we !
wenang Perusahaan,ketjuall djika diadakan keten-
tuan lain jang ditetapkan oleh Henteri atau BPU, %
%

Pasal -~ 10. ¢

1. Agar dapat memelihara dan mempertinggi progress?
dan development perusahaan, chususnja untuk sa f
ling meniti periksa pelaksanaan daripada tugas %

dan wewenang masing2, BPU dan Perusahaan? HEE
mengadakxan musjawarah sedikit-dikitnja 1 (satu)
rali dan sebanjak-banjaknja 3 (tiga) kali da-
lam 1 (gatu) tahun tagwin.

SEIETE e s S SR e T

BS

. Dalam tiap?2 musjawarah tsb. ajat 1 pasal ini,
Dewan Perusahasn ditingkat BPU dan/atau Peru-
sahaan dimana perlu dapat diminta pertimbangan-%
pertimbangannja dan/atau didengar saran-sarﬂﬁjaﬁ

Ry SR

BAB_ = V, %
Ketentuan s Peralihan y
Hal? jang belum dapat segera disesuaikan dengan 3
ketentuen? dalam Peraturan ini, masih berlaku ke- §

tentudn sees = 7 it
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ketentuan lama, dan harus berachir celambate
lambetnja 6 (enam) bulan bterhitung mulai ditetap
kan Peraturan ini, '

BAB -~ VI
Ketentuan Penutup.

1. Hal2 jang belum 1§ jukup diatur dalam peraturan
ini, akan distur lebih landjut.

2. Peraturan ini mulai herlaku pada tanggal
ditetapkan.,

Ditetapkan di : Djakartae.
Pada tanggal 1§ ecececssescsscns

Disusun oleh ¢ MENTERT PERTANIAN DAN AGRARIA.\ -
Panitya "Reorganisasi"
Ketua :

( Re Samadikoen.= )
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PENDJELASAN - UMUM :
PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

tentang
g9ifat hubungan, pembagzian tugas dan pe-— |
kerdjaan sntara Badan Pimpinan Umum Pe- |

rusahaan Perkebunan Gula Negara dengan
Perusahaon-2 Perkebunan Gula Negara dan

Perusahaan-2 Negara Karung Goni, dan an- |
tara Perusahasn-2 tersebut salu sama lain, |
!

Adalah mendjadi kemjataan, bahwa sampai saat ini masih terdapat
banjak lembaga? dan Badan2 Negara jang tidak/belum dapat melaksa=
nakan fungsinja sebagaimana seharusnja. ?
Sebab? adanja kenjataan teb, antara lain karena tidak/belum ada-?
nja pembagien tugas dan wewenang antara lembagaZ/hadanZ negara |
tsb. dengan lembaga?/badan2 dibawahnja setjara djelas dan tegas.

Demikian pula dilinglungan Perusahaan Perkebunan Gula Ne:sara Jo~
Perusahaan Negara ¥Warung Goni, jang berasal dari berbagai ex
Direksi Belanda dengan he bagail policynja dalam pengelolabn pe=
rusahaan.

Malka adalah sangat perlu, bahwa keudaan Jjang tidak baik itu de-
ngan segera dihapuskan.

Dalam hal ini perlu adanja kesatuan poliey disertai pemhagian
tugas dan wewenang antara badan2 jang ada dalam Perusahaan Por-
kebunan Gula Ne ara/Perusashasn Negara Karung Goni. !

Dalam hal hubungan antara baden? jang terdapat dalam Perusahaan
Perkebunan Cula Negavra/perusahasn Negara Xarung Goni, hendaknja
tetap berpegang pada prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Ter %
pimpin, pula prinsip dekonsentrasi dalam management., E

Dengan tugas dan wewenang BPU jang limitatief (pasal 12 (3) Pera |
turan Pemerintah nomer 1 tahun 1963 dan pasal 13 (3) Peraturamn
Pemerintah nomer 2 tahun 1963), maka Perusahaan? Perkebunan Gula |
Negara/Perusshasn Negara Tarung Goni akan mempunjai tjukup kebe- |

‘\j

basan untuk mengembangkan daja kerdjanja, memperlipat ganda djum—
1lah dan memperbaiki mutu hasil produksinja. '
Perusshaan? Perkebunan Gula Negara/Perusahaan Negara Xarung Goni

bertanggung djewab sepenuhnja tentang produksi.

Guna melaksanakan tugas kewadjivan jang berat itu, Perusahaan2
Perkebunan Gule Negara/Perusahaan Negara Warung Goni harus me=
menuhi gjarat? jang lain dengan keadaan sekarang ini)terutama

hal staf,

Dﬁlam eemesce 2 o




Dalam melakukan pengelolaan perusahaan, Direktur Perusahaan harus
mempun jai tenaga staf jan, ahli dalam lapangannja masing? .

Vs Dengan tdkaa kewadjiban sebagaimana tersebut dalam Peraturan ini,
Aisamping memiliki staf jang tjukup,J%apabel,'a‘%eptabnl, Peru~
sahasn harus mempunjai planning Jjang djelas dan tegas.

Dengen demikian, maka perusahaan akan ment japai produkei sebaik
dan setinggi mungkin.

VI. Dengan adanja masa peralihan dalam perasuran ini, dimaksud agar
djangan sampai terdjadi wekathjauan? ataupun stagnasi2 dalam pe=
ngelolaan perusahaan.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA.,

ey S

Disusun oleh @

Panitya "Reorganisasi”
Ketua

15,8
B

( R. Samadikoen )
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Difektoraat Produksi.
“ CURABAJA,~ ===== K O N S E P ======

PERATURAN PELAKSANAAN IMPORT BPU-PPN GULA

Umumnja: Seluruh import kebutuhan paberik? gula BPU-FPPN GULA dikuasai oleh BFU,
dan segala daftar2 dan PII2 seperlunja dipersiapkan oleh Direktoraat
Produksi di Surabaja, padahal pemasukan PII2 tetap diatur oleh Bagian
Pembelian BPU-FPN GULA di Djakarta melalui Dept.Pertanian.

Barang? jang dibutuhkan oleh paberike gula PPN GULA: f

Semua barang2/alat2/bahan2 jang dibutuhkan oleh paberik2 gula diminta
melalui surat2.pesanan "tahunan"(jaarbestelling) atau surat2-pesanan
"insidentil".

1. Surat2-pesanan baik '"tahunan",maupun ninsidentil" dari tiap paberik 4

ft gula dikirim langsung ke Kantor2 Inspeksi, ditambahkan dengan

- 2 (dua) tindasan langsung ke Direktorat Produksi BPU-FPPN GULA,
di Surabaja.

2. Daftar? tsb. mula2 di-"screen'" oleh Penasehat? Teknik/Technologi
jang diperbantukan di Inspeksi2, mengenai kebutuhan sebenarnja,
urgensi dan persediaan di paberik2 gula jbs. g

4#5. Sesudahnja, daftar2 tsb. dorundingkan dengan Bagian Keuangan Inspeksi,
untuk disesuaikan dengan Anggaran Belandja jbs. {

4, Lalu daftar2 tsb. diteruskan kepada Bagian Pembeliay Inspeksi untuk
dibuat daftar2-kompilesi dari barang?2 "bulk", "knsumpsi' dan
"specifik-teknis", oleh karena surat2-pesanan tsb. selalu dapat
dibagi dalam barang2 untuk dibeli "lokaal"(setempat)atau di-import.
Daftar2 kompilasi untuk diimport diteruskan kepada Direktorat
Produksi di Surabaja untuk dikerdjakan selandjutnja.

Dari barang2 untuk pembelian lokaal tidak perlu dibuat daftar2
kompilasi, karena dikerdjakan langsung oleh paberik gula atau Inspeksi.

5, Semua pembelian lokaal dilaksankan oleh - aberik2 gula atau Inspeksi2,
setelah dirundingkan/difiattir dengan FPenasehat2 Teknik/Technologi jbs.
mengenai sjarat2-teknis. ¥
Bilamanan sesuatu barahg tidak tersedia dipasar setempat, sebelum :
dibeli barang2-"pengganti', soal ini harus dirundingkan dengan
Penasehat2 jbs.

Pembelian lokaal dilakukan setelah diterima bebmapa penawaran dari

PT Negara maupun swasta, dan dipilih jang paling tjotjok dalam kx
kwalitas dan harga dan service(terutama bila barang spesifik—teknis).
Pesanan2/reparasi2 di paberik2-mesin besar seperti Barata,Indra,Boma

dan pembelian minjak Shell/Stamvac dsb. termasuk pembelian lokaal.
Administrasi dari semua pembelian lokaal tetap di paberik?2 gula/Inspeksi2
akan tetapi dari semua permintaan2/penawaran2 objek2 besar, satu

tindasan harus diteruskan kepada Direktorat Froduksi di Surabaja.

6. Daftar2-kompilasi barang2 "bulk" dan’."knnsumpsi'" dan "spesifik-teknis"
di Direktorat Produksi dikerdjakan oleh Bagian Pembelian sesuai
dengan pembagian "golomgan' sbb:

Barahg "bulk" disini dalam arti "15 matjam barang2" jang dahulu
diimport langsung/sentraal oleh PPN Pusat di Djakarta,sebenarnja
dalam garis besar artinja "chemische" bulk.

Barang2 "konsumpsi" dimaksudkan disini "technische™ bulk seperti
pakkingen dsb.

i Barang2 jang tidak termasuk golomgan tsb. diatas, dimasukkan dalam

{ golongan "spesifik-teknis" dan dahulu pernah disebut oleh FPN Pusat

dan Departemen Fertanian sebagail "spareparts'-in-ruime-zin,walaupun
nama ini kurang tepat.




» * B. Barang?2 jang diimport:

1. Barang? jang dahulu diimport "sentraal" oleh PPN PUSAT di Djakartaj v%}
a)sebagian besar "chemische" bulk ; termasuk belirang, dan ditambah B 4
dengan Karungguni, tali guni dan rabuk-buatan(Dep.FPertanian).

B) Alat2 pengangkutan,termasuk trucks,jeeps,sepedamotor dsb.

§) Mes&n2-kantor(mesin-hitung,-djumlah,-tulis). o

2. Barang?2 jang diimport langsung oleh Direktorat Produksi di Surabaja: ?ﬁ

a) Barang2 "konsumpsi" seperti ppofielijzer, pakkingen, messingpijpen,
gietkoper,laselectroden,molenassen d.l.l. barang2 "technische" bulk
dalam djumlah jang besar.

Djuga chemicalien dan glaswerk dalam djumlah jang ketjil jang perlu
untuk pengawasan dalam bidang pabrikasi, dan bila mungkin,dibeli
lokaal dari Radjapharm dsb.

b) Barang2 "spesifik-teknis" seperti dieselaggregaat,ketel-uap, pompaz2,
eletromotor,loko2-diesel dan uap, tractor2 dan lainZ2 barang Jjang
umumnja termasuk barang2-modal dan membutuhkan "technische specifikasi"
jang luas/terperintji dari Fenasehat2 Teknik/Technologi dari Inspeksi2
maupun Direktorat Produkki.

C. Pelakkanaan import di Inspeksi2/Direktorat Produksi/Djakérta:

l. Di InspeksiZ2:
a) Daftar2-kompilasi barang? '"chemische" bulk,alat2-pengangkutan dan
mesin2-kamtor diteruskan kepada Direktorat Froduksi, untuk dilandjutkan |
ke Djakarta. . 4

b) Daftar2 barang2-'"konsumpsi'(terutama "technische'"bulk)diteruskan
kepada Direktorat Produksi di Surabaja untuk diimport.
Barang? chemiscalien dan glaswerk,bila termasuk pembelian lokaal,
dilaksanakan sendiri, atau bila diimport, diteruskan kepafla Direktorat
Produksi di Surabaja.

¢) Dari Barang? "spesifik-teknis' diténtukan dahulu oleh Penasehat2
di Inspeksi2 jang mana dibeli lokaal(setempat), jang mana harus
diimport oleh Direktorat Popduksi.
Daftar2 kompilasi barangl2-import dikirim ke Direktorat Produksi
untuk diimport.

2. Di Direktorat Produksi di Surabaja;

a) Dari daftar2-kompilasi jang diterima dari Inspeksi2 mengengi barang2
"chemische" bulk, alat2-pengangkutan dan mesin2-kantor, Bagian
Pembelian dari Direktorat Produksi membuat daftar2-djumlah(verzamel-
order) jang diteruskan kepada Bagian Pembelian BPU-PPN GULA di Djakarta,
untuk diteruskan/dilaksanakan. :

b) Dari daftra2-kompilasi barang2 "kkonsumpsi" dari Inspeksiz,

dibuat verzamel-order dan kemudian diminta penawaran2 dari bebrapa

importir2/perwakilan2-tunggal jang bonafide/berpengalaman dalam

supply paberik2-gula.

Penawaran? tsb. dinilai oleh suatu Panitya jang terdiri atas 3 anggauta:
Kepala Bagian Teknik )
Kepala Bagian Technologi )
Kepala Bagian Pembelian  atau wakilnja,

semuanja dari Direktorat Produksi di Surabaja.

Setelah ditundjuk,importir/perwakilan-tunggal jang bersangkutan

membuat semia FII2 dan bijlagen seperlunja.

PII2 lengkap dengan dafAtar2-penghantar lalu diteruskan ke Djakarta

untuk diadjukan ke BDP melalui Dept.Pertanian dan Bank2 jbs.

terutama untuk mengawasi sjjarat2-teknis

¢) Dart daftar2-kompilasi barang2 "spesifik-teknis" dari Inspeksiz,
diminta penawaran2 dari importir2/perwakilan2-tunggal dari barang2
jang bersangkutan.
Penawaran2 ini dibahas sedalam2nja oleh Petugas2 Teknik/Technologi
Direktorat Produksi bersama2 Petugas2 jang bersangkutan dari Inspeksk2,
untuk dipilih jang paling tjotjok, mengingat sjarat2-teknis,kwalitas,
normal-standaardisasi,®ax harga dan after-sales-service dari importir tsb.
Dalam penundjukan barang2 jang akan dipesan, Petugas2 Direktorat Produksi
mempunjai hak-veto,bilamana ada pesselisihan pendapat,satu dan lain
dibawah pengawsan Direktur Produksi.

i Sjarat2-teknis dan norma2-standaardisasi jang berlaku akan dirumuskan

i oleh suatu Panitya-Chusus jang terdiri atas bebrapa Petugas2 Direktorat

Produksi dan anggauta2 dari Inspeksi2.




I
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Panitya-screening Teknik/Technologi:

s g "
¥

Setelah barang?/importir ditundjuk, importir membuat PII dan bijlagen
seperlunja, dan Bagian Pembelian Direktorat Produksi melaksanakan
penjeledaian kommersiil selandjutnja di Djakarta dsbe. i

d) Pada dasarnja, pesanan indent diberikan kepada importir/perwakilan
tunggal jang dapat melever barang2nja menurut sjmrat2 jang ekonomis |
dapat dipertanggungdjawabkan, ialah: A

1) kwalitas barang2 sesual dengan technische spesifikasi fjang Felah
diberikan. @
2) service jang memuaskan,baik sebelumnja dan sesudahnja levering, |
artinja mempunjai petugas2 technis/kommersiil jang baik, dan
administrasi selalu harus beres. o
) harga harus melawan(concurrerend) .
) levering setjepat mungkin

£\

Screening tentang sjarat2~teknis(technische spesifikasi) dari barang?l Q
jang akan dibeli/diimport, adalah kompetensi dari para Penasehat2 Teknik/ :
Technologi di Insypeksi2 dan di Direktorat Prodiksi.

Disini perlu ditekankan lagi, bahwa semua Fenasehat2 Teknik/Technologi
sebenarnja mExux termasuk Staf Direktorat Produksi, hanja bebrapa Petugas2
diperbantiukan di Inspeksi2.

Screening tentang "ponafiditet" para importirZ/perwakilan2—tung@al, %
terutama dalam hal kommersiil, dilakfpkan bersama2 dengan petugas2 |
Bagian FPemeblian dari Direktorat Produksi. Screening ini perlu sekali,

karena dalam pengalaman PPN pernah terdjadi kehilangan djatah~-depisen,

karena importir jbs. tidak dapat menglever barange jang dipesan diluar

negeri dengan bebrapa alasanc.

SjaratZ-teknis/kommersiil hntuk'mra importir:

Tiap imbortir/perwaki&an-tunggal, baik PT Negara,maupun swasta,jang
inginnmelajeni PPN GULA,harus memenuhi bebrapa sjarat2-minimum
teknis/kommersiily a.l.:
1) mempujai/memenuhi sjarat2-pepfpadjakan("fiscale verklaring")
dan menjetudjui komisi-importir menurut "sliding-scal" PPN GULA.
2) harus '"bonafide" dan mempunjai pengalaman teknis/kommersiil
jang tjukup; )
3) mempunjai organisasi dan staf teknis/kommersiil jang tjukup dan
berpengalaman (tengga2 insinjur2,STM,montir2 dsba. ).
harus dapat membuat penawaranz jang lengkap dan setelah mendapat
pesanannja, bila perlu dapat mengerdjakan seluruh montage-nja;
Setiap waktu,bila perlu, dapat mengirimkan montir2 ke paberikz
gula PPN untuk mengatasi kesukaran2 teknis.

Standaardisasi setjara teknis:

Pembelian lokaal:

Mengingat semua perusahaan2 besar diseluruh dunia,dan djuga di Indoensia,
selalu mendjalankan policy standaardisasi, maka djuga PPN harus meng-
standaardisir alat2/mesin2nja. Di Djatim sudah bebrapa tahun policy ini
dilaksanakan. .

Standdardisasi ini terutama perlu didjalankan untuk barang2 "spesifik-
teknis" umumgga dan barang2-modal chususnja, dan tidak dapat dilepaskan
dari policy import dan screening tentang "bonafiditet" para importir2.
Dalam hal ini sjarat2 mengenai tersedianja service salah satu sjarat
utama, chususnja ngfter-sales-service" jang dengan tjukup persediaan
spareparts dan montirz2. .

Misalnja untuk dieselaggregaat,dieselloko,tractor,ketel-uap,electro-
motor dsb. standaardisasi ini sudah didjalankan di Djatim.

Untuk barang2 "technische" bulk pun sedapat mungkin kami harus mengadakan
standaardisasi ini,walaupun sjarat2 untuk barang2 ini,tdiak begitu berat
asal paberiknja tjukup terkenal/bonafide.

Untuk standaardisasi ini, djuga mengingat policy rehabilitasi jang kx

PPN GULA harus djalankan, akan dibentuk suatu Panitya-chusus jang terdiri
atas petugas2 teknik/technologi dari Direktorat Froduksi,ditambah dengm
bebrapa petugas2 dari InspeksiZ2.

Fengingat kebutuhan paberikz gula PPN GULA untuk 90% sangat chusus,dan .
sukar dibeli dipasar lokaalff setempat, pembblian lokaal harus dibatasi

hingga barange jang segera dibtuhkan atau lebih mural dibeli setemfpat ‘
daripada diimportsatau oleh karena tidak tersedia tjukup depisen. §
Pembelian bdkaal dapat dilaksanakan langsung oleh paberik2, atau oleh \
Inspeksi2, dan bilaperlu dikantu oleh Bagian Pembelian Direktorat Produksk.

Suarabaja,®l September 1963.



